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ABSTRAK 
Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana 
perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 
diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2016. Banyaknya terjadi kasus eksploitasi seksual terhadap anak 
menimbulkan kekhawatiran, karena akan menimbulkan penderitaan baik fisik dan juga 
psikis sehingga mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya anak. Berdasarkan alasan 
diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana bentuk 
perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana 
perdagangan orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Bukittinggi? Kedua, apa 
kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi 
seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan di Polres Kota 
Bukittinggi? Ketiga, bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh 
penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam 
tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Bukittinggi? 
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. 
Dalam penelitian ini bersifat Deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat 
memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dari hasil penelitian 
dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, Perlindungan hukum terhadap anak 
korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang diantaranya berupa 
pendampingan psikologi dan rehabilitas sosial guna memulihkan kondisi mental, fisik 
dan lainnya pada anak korban sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa 
dirinya dan dalam proses penyidikan anak harus didampingi oleh orang tua/ wali yang 
dipercaya anak serta bebas dari pertanyaan yang menjerat dan memberikan keterangan 
tanpa tekanan. Kedua, kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam perlindungan hukum 
terhadap anak korban eksploitasi seksual adalah tidak adanya penyidik khusus anak dan 
sarana prasarana yang belum memadai. Ketiga, dalam melaksanakan perlindungan 
hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual Unit PPA Polresta Bukittinggi bekerja 
sama dengan Dinas Sosial Kota Bukittinggi. 
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